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1.1 LATAR BELAKANG 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan KB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, 

sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah. 

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 

53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata 

cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun 

mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk 

mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai 

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari 

sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi 

terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang 

disebut Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022. 
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Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta 

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah 

untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran 

serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 

2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan 

sebagai feedback yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang. 

 
1.2 LANDASAN HUKUM 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur 

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Formula kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB. 

4. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan 

Perempuan. 

5. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 

perempuan. 

6. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak; 
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7. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk; 

8. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

9. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

pelatihan, penelitian dan pengembangan; 

10. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data; 

11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya ; 

12. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas 

dan tanggungjawab. 

13.  Pelaksanaan koorDinasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mulai bergeser pada fungsi pelayanan 

dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di 

Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan 

dan KB, mempunyai wewenang sebagai berikut : 

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan 

kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ; 

2. KoorDinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ; 

3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala 

provinsi ; 

4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap 

kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat 

dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ; 

5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan 

perlindungan anak skala provinsi ; 

6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan organisasi masyarakat dan dunia 

usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan 

perlindungan anak skala provinsi ; 

7. Koordinasi pelaksanaan informasi gender dan anak skala provinsi; 

8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak 

skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 
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9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, 

penanggulangan masalah 4ndicator reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, 

Bayi dan Anak skala provinsi ; 

10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan 

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ; 

11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan 

dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ; 

12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan 

penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala 

provinsi ; 

13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi 

dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi. 

14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi 

serta data mikro Pengendalian Penduduk dan KB ; 

15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek 

kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, 

4ndica budaya dan lingkungan; dan 

16. Penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk. 

17. Melaksanakan fungsi Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur 

organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah ; 

2. Sekretaris, membawahi : 

- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

- Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program 

3. Kepala Bidang, terdiri dari : 

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi : 

➢ Koordinator Sub Substansi Pelembagaan PUG 

➢ Koordinator Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan 
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➢ Koordinator Sub Substansi Penguatan Lembaga Layanan 

Pemberdayaan Perempuan. 

(2) Bidang Data dan Informasi, membawahi : 

➢ Koordinator Sub Substansi Data 

➢ Koordinator Sub Substansi Penyebarluasan Informasi 

➢ Koordinator Sub Substansi Partisipasi Masyarakat 

(3) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi : 

➢ Koordinator Sub Substansi Tumbuh Kembang Anak 

➢ Koordinator Sub Substansi Perlindungan Anak 

➢ Koordinator Sub Substansi Pemantapan Lembaga Layanan Anak 

(4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi : 

➢ Koordinator Sub Substansi Perlindungan Perempuan 

➢ Koordinator Sub Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga 

➢ Koordinator Sub Substansi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak 

(5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi : 

➢ Sub Koordinator Sub Substansi Pengendalian Penduduk. 

➢ Sub Koordinator Sub Substansi Keluarga Sejahtera 

➢ Sub Koordinator Sub Substansi KB 

(6) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) 

➢ Kepala Seksi Tindak Lanjut 

➢ Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

➢ Kepala Seksi Pengaduan 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai 

berikut pada gambar : 
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STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 
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1.3 SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam rangka penyeleggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan 

Tengah pada tahun 2022 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam 

komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) 

Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, 

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, 

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi 

pegawai per desember 2022 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut : 

- Jumlah ASN/ Tenaga Kontrak 

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian 
 

No 
Jenis 

Kepegawaian 

Jumlah 
Total 

L P 

1. PNS Daerah 15 40 55 

3. Tenaga Kontra 6 4 10 

Jumlah 21 44 65 

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022 
 

 

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan 
 

No Golongan 
Jumlah 

Total 
L P 

1. Golongan IV 6 6 12 

2. Golongan III 7 29 36 

3. Golongan II 4 3 7 

4. Golongan I - - - 

Jumlah 15 38 55 

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

- Pendidikan 

 
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan 

 

No Jenjang 
Jumlah 

Total 
L P 

1. SDN 0 0 0 

2. SLTP 0 0 0 

3. SLTA 4 6 10 

4. D3 0 5 5 
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5. S1 7 20 27 

6. S2 3 9 12 

7. S3 - 1 1 

Jumlah 14 41 55 

  Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022 

 

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang 

pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. 

Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS 

dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan 

PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya. 

- Struktur esselon / jabatan fungsional 

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 

No Jabatan Esselon Formasi 
Jumlah 

Total 
L P 

1. Kepala Dinas Esselon II 1 - 1 1 

2. Sekretaris / 
Kabid/Kepala UPT 

Esselon III 7 2 5 7 

3. Kasubbag / 
Kasi 

Esselon IV 5 1 4 5 

4. Fungsional 

Tertentu  
- 17 5 12 16 

Jumlah 30 8 22 30 

  Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022 

 
Dari data komposisi diatas bahwa ada kekosongan karena pensiun untuk 

jabatan  

 

Komposisi Pegawai ( PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan 
 

No Pangkat Golongan 
Jumlah 

Total 
Total per 

Golongan L P 
1. Pembina Utama IV/e - - - 12 

2. 
Pembina Utama 

Madya 
IV/d - - - 

3. 
Pembina Utama 

Muda 
IV / c - 1 1 

4. Pembina Tk. I IV / b 1 2 3 
5. Pembina IV / a 2 6 8 
6. Penata Tk. I III / d - 13 13 36 
7. Penata III / c 3 5 8 
8. Penata Muda Tk. I III / b 3 10 13 
9. Penata Muda III / a 1 1 2 
10. Pengatur Tk. I II / d 2 2 4  
11. Pengatur II / c - 1 1 
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No Pangkat Golongan 
Jumlah 

Total 
Total per 

Golongan L P 

12. 
Pengatur Muda 

Tk. I 
II / b 2 - 2 

 
7 

13. Pengatur muda II / a - - - 
14. Juru Tk. I I / d - - - 

- 15. Juru I / c - - - 
16. Juru muda TK. I I/b - - -  
17 Juru Muda I/a - - -  
JUMLAH  15 40 55 55 

 

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komposisi jumlah PNS tahun 2020 sebanyak 55 orang, dari jumlah PNS 

tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 12 orang, 

Golongan III 36 orang dan golangan II 7 orang. Adapun golongan  terbanyak 

Golongan III sebanyak 36 orang sebesar 47,27 %. Dimana di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi 

Pegawai (PNS Daerah).
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1.4. Sarana dan Prasarana  
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi 

 
         

No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah -   Hibah 1978 Baik 1 

2 Sepeda Motor Honda / NF 125 TD1 Besi/Plastik Hibah 2009 Baik 1 

3 Sepeda Motor Honda / NF 125 TD1 Besi/Plastik Hibah 2009 Baik 1 

4 Lemari Besi/Metal Brother / - Besi Pembelian 2009 Baik 1 

5 Filing Cabinet Besi Brother / - Besi Pembelian 2009 Baik 1 

6 Brandkas A3 / - Besi Pembelian 2009 Baik 1 

7 Meja Kerja Pejabat Eselon III Lokal / - Kayu Pembelian 2009 Baik 1 

8 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Lokal / - Besi/Busa Pembelian 2009 Rusak Berat 1 

9 Lemari Besi/Metal Brother / - Besi Pembelian 2010 Baik 1 

10 Filing Cabinet Besi Brother / - Besi Pembelian 2010 Baik 1 

11 Personal Komputer lainnya Intel Core i3 / - Plastik Pembelian 2010 Baik 1 

12 Filing Cabinet Besi Brother / - Besi Pembelian 2011 Baik 1 

13 Meja Kerja Kayu Lokal / - Kayu Pembelian 2011 Rusak Berat 1 

14 Kursi Rapat Montana / - Besi/Busa Pembelian 2011 Baik 2 

15 Meja Kerja Pejabat Eselon V Lokal / - Kayu Pembelian 2011 Baik 2 

16 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Brother / - Besi/Plastik Pembelian 2012 Baik 1 

17 Note Book Thosiba Satelite / - Plastik Pembelian 2012 Baik 1 

18 Kipas Angin Maspion / Stand Fan Besi/Plastik Pembelian 2013 Baik 1 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 P.C Unit Intel / Pentium 5 Besi/Plastik Pembelian 2013 Baik 1 

20 Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon PIXMA / - Plastik Pembelian 2013 Baik 1 

21 Pick Up 
CHOVROLET DOUBLE CABIN / 

COLORADO LTZ CREW CAB 2.5 
MT MY12 

BESI Pembelian 2014 Baik 1 

22 Sepeda Motor 
HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5 

M/T 
BESI Pembelian 2014 Baik 1 

23 Sepeda Motor 
HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5 

M/T 
BESI Pembelian 2014 Baik 1 

24 Sepeda Motor 
HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 

125 TR) 
BESI Pembelian 2014 Baik 1 

25 Sepeda Motor 
HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 

125 TR) 
BESI Pembelian 2014 Baik 1 

26 Sepeda Motor 
HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 

125 TR) 
BESI Pembelian 2014 Baik 1 

27 Scooter 
HONDA / VARIO TECHNO PGM F1 

(NC112A1CF A/T) 
BESI Pembelian 2014 Baik 1 

28 Lemari Besi/Metal Brother / 2 Pintu Besi Pembelian 2014 Baik 5 

29 Lemari Kayu Lokal / - Kayu/Kaca Pembelian 2014 Baik 1 

30 Filing Cabinet Besi Brother / 4 Laci Besi Pembelian 2014 Baik 7 

31 Filing Cabinet Besi Brother / 4 Laci Besi Pembelian 2014 Baik 1 

32 Kursi Kayu Lokal / - Rotan/Busa Pembelian 2014 Baik 1 

33 Meja Rapat Lokal / - Kayu Pembelian 2014 Baik 1 

34 Kursi Rapat Polaris / - Besi/Busa Pembelian 2014 Baik 59 

35 Meubeleur lainnya Lokal / - Kayu/Kaca Pembelian 2014 Baik 4 

36 A.C. Split LG / 2pk Besi/Plastik Pembelian 2014 Baik 1 

37 Kipas Angin Miyako / - Besi/Plastik Pembelian 2014 Baik 4 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38 Kipas Angin Miyako / - Besi/Plastik Pembelian 2014 Rusak Berat 2 

39 Sound System LG / - Besi/Plastik Pembelian 2014 Baik 1 

40 Alat Rumah Tangga Lain-lain Lokal / Jam Besar Kayu Pembelian 2014 Baik 1 

41 Meja Kerja Pejabat Eselon II Lokal / - Kayu Pembelian 2014 Baik 1 

42 Meja Kerja Pejabat Eselon III Lokal / - Kayu Pembelian 2014 Baik 8 

43 Meja Kerja Pejabat Eselon V Lokal / - Kayu Pembelian 2014 Baik 42 

44 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Lokal / - Kayu/Busa Pembelian 2014 Baik 1 

45 Layar Film/Projector Infokus / - Besi/Plastik Pembelian 2014 Baik 1 

46 alat komunikasi telephone  lainnya (dst) Krezt / Wireless Besi/Plastik Pembelian 2014 Baik 1 

47 P.C Unit Acer Aspire / Intel Corei3 Besi/Plastik Pembelian 2014 Baik 10 

48 Note Book Asus / Intel Corei3 12" Besi/Plastik Pembelian 2014 Baik 1 

49 Note Book Acer / Intel Corei3 11,6" Besi/Plastik Pembelian 2014 Rusak Berat 1 

50 Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon PIXMA MG2570 / - Besi/Plastik Pembelian 2014 Rusak Berat 2 

51 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Brother / - Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 3 

52 Lemari Besi/Metal Brother / 2 Pintu Besi Pembelian 2015 Baik 11 

53 Papan Pengumuman Lokal / - Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 1 

54 Papan Pengumuman Lokal / Struktur Organisasi Plastik/Besi Pembelian 2015 Rusak Berat 1 

55 Meja Resepsionis Lokal / - Kayu Pembelian 2015 Baik 1 

56 Lemari Es Toshiba Glacio / - Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 1 

57 Televisi Panasonic Palstik/Besi Pembelian 2015 Rusak Berat 1 

58 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Lokal / - Besi/Busa Pembelian 2015 Baik 8 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

59 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Lokal / - Besi/Busa Pembelian 2015 Baik 3 

60 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Lokal / - Besi/Busa Pembelian 2015 Rusak Berat 1 

61 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Lokal / - Besi/Busa Pembelian 2015 Baik 12 

62 Kursi Kerja Pejabat Eselon V Lokal / - Plastik/Busa Pembelian 2015 Baik 19 

63 Camera Electronic Sony / - Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 1 

64 Camera Film Nicon / - Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 1 

65 Lap Top Asus / - Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 4 

66 Lap Top Asus Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 1 

67 Lap Top Asus / - Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 3 

68 Printer (Peralatan Personal Komputer) Pixma ix6560 / A3 Plastik/Besi Pembelian 2015 Rusak Berat 1 

69 Printer (Peralatan Personal Komputer) Pixma ix6560 / A3 Plastik/Besi Pembelian 2015 Baik 1 

70 Scooter Honda Vario / Vario 125 CBS ISS Besi Hibah 2016 Baik 1 

71 Scooter Honda Vario / Vario 125 CBS ISS Besi Hibah 2016 Baik 1 

72 Mobil Unit Kesehatan Masyarakat Daihatsu / Luxio 1.5 X M/T Besi Hibah 2016 Baik 1 

73 Mesin Absensi Finger Spot / - Plastik/Besi Pembelian 2016 Baik 2 

74 alat komunikasi telephone  lainnya (dst) Toa / - Plastik/Besi Pembelian 2016 Baik 2 

75 Lap Top Apple / - Plastik/Besi Pembelian 2016 Rusak Berat 1 

76 Lap Top Lenovo / - Plastik/Besi Pembelian 2016 Baik 3 

77 Hard Disk WD My Passport Ultra / - Plastik Pembelian 2016 Baik 3 

78 Wireless Bismarck / - Plastik/besi Pembelian 2018 Baik 1 

79 Camera Electronic Panasonic / - Plastik Pembelian 2018 Baik 1 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

80 Telephone Mobile Samsung / - Plastik Pembelian 2018 Baik 1 

81 Note Book Apple / - Plastik Pembelian 2018 Baik 1 

82 Hard Disk WD / - Plastik Pembelian 2018 Baik 1 

83 Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon / - Plastik Pembelian 2018 Baik 1 

84 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / - Plastik Pembelian 2018 Baik 1 

85 
kendaraan Dinas bermotor perorangan  lainnya 
(dst) 

Kijang Inova Venture / MPV Besi Pembelian 2019 Baik 1 

86 Scooter Honda / X1H02N35M1 A/T Besi Pembelian 2019 Baik 1 

87 Scooter Honda / X1H02N35M1 A/T Besi Pembelian 2019 Baik 1 

88 Rak Besi Lokal / - Besi/Kayu Pembelian 2019 Baik 3 

89 Filing Cabinet Besi Informa / - Besi Pembelian 2019 Baik 2 

90 Kursi Besi/Metal Informa / Kursi Tunggu Besi Pembelian 2019 Baik 2 

91 Meja Rapat Lokal / - Kayu Pembelian 2019 Baik 2 

92 Kasur/Spring Bed Lokal / - Besi/Busa Pembelian 2019 Baik 1 

93 Kursi Rapat Montana / - Besi/Busa Pembelian 2019 Baik 40 

94 Sofa Informa / Sofa Konsultasi Busa Pembelian 2019 Baik 1 

95 Meubeleur lainnya Lokal / - Kayu Pembelian 2019 Baik 4 

96 A.C. Split Panasonic / 2pk Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 3 

97 A.C. Split Panasonic / 0,5pk Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 2 

98 A.C. Split Panasonic / 1,5pk Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 4 

99 A.C. Split Panasonic / 2pk Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

100 A.C. Split Panasonic / 2pk Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 1 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

101 A.C. Split Pansonic / 1pk Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

102 A.C. Split Panasonic / 1pk Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 3 

103 Alat Pendingin lainnya Imatsu / Air Curtain Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 3 

104 Televisi Panasonic / - Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

105 Televisi Panasonic / - Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 3 

106 Sound System Ashly / - Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

107 Sound System B&B / Mini Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

108 Stabilisator Hokimotto / - Besi Pembelian 2019 Baik 2 

109 Dispenser Sanken / - Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

110 Dispenser Sanken / - Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 2 

111 Alat Pemadam/Portable Lokal / - Besi Pembelian 2019 Baik 5 

112 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Informa / - Besi/Busa Pembelian 2019 Baik 1 

113 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Informa / - Besi/Busa Pembelian 2019 Baik 3 

114 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V Informa / Kursi Pelayanan Besi/Busa Pembelian 2019 Baik 3 

115 Digital Audio Taperecorder Sony ICD-TX650 / Voice Recorder Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

116 Camera Film Canon / - Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

117 Camera Film Canon / Mirrorless Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

118 Camera Film Go Pro / - Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

119 Layar Film/Projector Lokal / Layar Proyektor Plastik Pembelian 2019 Baik 2 

120 Layar Film/Projector BENQ MS506p / LCD Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

121 Layar Film/Projector View Sonic m1 / LCD Portable Plastik Pembelian 2019 Baik 1 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

122 Layar Film/Projector LG PH450 / LCD Short Throw Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

123 Layar Film/Projector GP70UP / LCD Mini Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

124 Layar Film/Projector Epson / LCD Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

125 Handy Talky (HT) Kenwood / - Plastik Pembelian 2019 Baik 4 

126 Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) ABN Spektrum / - Besi Pembelian 2019 Baik 2 

127 P.C Unit Lenovo / - Plastik Pembelian 2019 Baik 3 

128 P.C Unit Lenovo / - Besi/Plastik Pembelian 2019 Baik 2 

129 Lap Top Lenovo / - Plastik Pembelian 2019 Baik 4 

130 Lap Top Asus / - Plastik Pembelian 2019 Baik 2 

131 Note Book Asus / - Palstik Pembelian 2019 Baik 1 

132 Note Book Lenovo / - Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

133 Personal Komputer lainnya Samsung Galaxy / Tablet Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

134 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / L3110 Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

135 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / M200 Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

136 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / L3110 Plastik Pembelian 2019 Baik 3 

137 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / - Plasik Pembelian 2019 Baik 1 

138 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / - Plastik Pembelian 2019 Baik 1 

139 Camera Film Logitech / - Plastik Pembelian 2020 Baik 1 

140 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / - Plastik Pembelian 2020 Baik 4 

141 Lemari Besi/Metal Lokal / 2 Pintu Besi Pembelian 2021 Baik 6 

142 Lemari Kayu Lokal / Arsip Kayu Pembelian 2021 Baik 2 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

143 Rak Besi Lokal / - Besi/kayu Pembelian 2021 Baik 6 

144 Meja Rapat Lokal / - Kayu Pembelian 2021 Baik 1 

145 Meja Resepsionis Lokal / - Kayu Pembelian 2021 Baik 2 

146 Kursi Lipat Chitose / - Besi/Busa Pembelian 2021 Baik 150 

147 Sofa Lokal / - Busa Pembelian 2021 Baik 2 

148 Sofa Lokal / - Busa Pembelian 2021 Baik 6 

149 Lemari Es Panasonic / 2 Pintu Plastik Pembelian 2021 Baik 5 

150 A.C. Split Sharp / - Plastik Pembelian 2021 Baik 10 

151 A.C. Split Sharp / - Plastik Pembelian 2021 Baik 20 

152 A.C. Split Sharp / - Plastik Pembelian 2021 Baik 42 

153 Televisi Sharp / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

154 Dispenser Sharp / - Plastik Pembelian 2021 Baik 7 

155 Mimbar/Podium Lokal / - Kayu Pembelian 2021 Baik 1 

156 Gordyin/Kray Shin-Inchi / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

157 Alat Rumah Tangga Lain-lain Krisbow-Generator / - Besi Pembelian 2021 Baik 1 

158 Meja Kerja Pejabat Eselon II Lokal / - Kayu Pembelian 2021 Baik 1 

159 Meja Kerja Pejabat Eselon III Lokal / - Kayu Pembelian 2021 Baik 6 

160 Meja Kerja Pejabat Eselon IV Lokal / - Kayu Pembelian 2021 Baik 18 

161 Meja Kerja Pejabat Eselon V Lokal / - Kayu Pembelian 2021 Baik 52 

162 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Lokal / - Besi/busa Pembelian 2021 Baik 1 

163 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Lokal / - Besi/busa Pembelian 2021 Baik 6 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Perolehan 

Keadaan 
Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

164 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Lokal / - Besi/Busa Pembelian 2021 Baik 16 

165 Kursi Kerja Pejabat Eselon V Chitose / - Besi/Busa Pembelian 2021 Baik 7 

166 Kursi Kerja Pejabat Eselon V Chitose / - Besi/Busa Pembelian 2021 Baik 45 

167 Professional Sound System Yamaha Audioline / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

168 Tripod Camera ProGear (FotoPro) / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

169 Tripod Camera ProGear (FoxPro) / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

170 Lighting Stand Tripod GVM / - Plastik Pembelian 2021 Baik 2 

171 Camera Digital Nikon / - Plastik Pembelian 2021 Baik 2 

172 Video Conference Logitech / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

173 Alat Studio Lainnya Hikvision / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

174 Alat Studio Lainnya Epson / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

175 P.C Unit HP / All in One Plastik Pembelian 2021 Baik 8 

176 P.C Unit Asus / Desktop Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

177 Lap Top Dell / - Plastik Pembelian 2021 Baik 3 

178 Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson / - Plastik Pembelian 2021 Baik 1 

179 Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon / A3 Plastik Pembelian 2021 Baik 3 

180 Bangunan Gedung Kantor Permanen - Beton Pembelian 2021 Baik 1 

181 Jaringan listrik lainnya -   Pembelian 2021 Baik 1 

182 Mesin Ketik Elektronik/Selektrik Brother / GX-6750 Plastik Pembelian 2022 Baik 1 

183 Lemari Besi/Metal Brother / Lemari Besi 3 rak Besi Pembelian 2022 Baik 1 

184 Lemari Besi/Metal Brother / Lemari Besi 3 Rak Besi Pembelian 2022 Baik 1 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 
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(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

185 Lemari Kayu Lokal / Loker Kayu Pembelian 2022 Baik 2 

186 Lemari Kaca Lokal / Lemari Pakaian Kayu-Kaca Pembelian 2022 Baik 1 

187 Lemari Kaca Lokal / Lemari Sepatu Kayu-Kaca Pembelian 2022 Baik 1 

188 Papan Pengumuman Lokal / Struktur Organisasi Plastik/Besi Pembelian 2022 Baik 1 

189 Papan Pengumuman Lokal / whiteboard interaktif Kayu-Plastik Pembelian 2022 Baik 1 

190 Papan Pengumuman Lokal / Papan Pengumuman Besi-Plastik Pembelian 2022 Baik 1 

191 Papan Pengumuman Lokal / Papan Pengumuman Plastik/Besi Pembelian 2022 Baik 1 

192 Papan Pengumuman Lokal / Papapn Pengumuman Plastik/Besi Pembelian 2022 Baik 1 

193 Alat Studio Lainnya P8 Outdoor - Pembelian 2022 Baik 1 

194 Telephone Mobile Realme / 5G Plastik Pembelian 2022 Baik 1 

195 Telephone Mobile Samsung Galaxy A23 / Android Plastik Pembelian 2022 Baik 2 

196 P.C Unit HP / All in one PC Plastik Pembelian 2022 Baik 5 

197 Note Book MSI CF633 / Core i7 Plastik Pembelian 2022 Baik 1 

198 Note Book MSI Pulse / Core i9 Plastik Pembelian 2022 Baik 2 

199 Tablet PC Samsung Galaxy / Android Tab S6 Plastik Pembelian 2022 Baik 1 

200 Hard Disk Seagate / One Touch 1 T Plastik Pembelian 2022 Baik 5 

201 Scanner (Peralatan Mini Komputer) Epson / Workforce ES-50 Portable Plastik Pembelian 2022 Baik 1 

202 Printer (Peralatan Personal Komputer) HP / Laserjet Palstik Pembelian 2022 Baik 1 

203 Peralatan Personal Komputer lainnya 
Inforce / Uninterrupterible Power 

Suply (UPS) 
Plastik Pembelian 2022 Baik 4 

204 Bangunan Parkir Terbuka Permanen - Beton Pembelian 2022 Baik 1 

205 Bangunan Parkir Terbuka Permanen - Beton Pembelian 2022 Baik 1 
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No Nama Sarana/Prasarana Merk/Type Bahan 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
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Keadaan 
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(B/KB/RB) 

Jumlah 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

206 Meja Komputer Lokal / - Kayu Pembelian 2011 Rusak Berat 1 

Sumber : Subbag Keuangan & Aset. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022 
 
 

 
 

1.5. Keuangan 
         Anggaran pendapatan/belanja, realisasi dan serapan anggaran per program dan kegiatan 

 

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 PER 31 DESEMBER  2022 

 

No Program dan Kegiatan  Pagu (Rp) 
Keuangan  

Fisik (%) 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

I Belanja Tidak Langsung BTL : 
        

  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.993.084.912 6.213.059.649 88,85 88,85 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN         

            

II Belanja  Langsung : 7.952.660.577 7.052.099.275     

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.336.509.186 3.576.262.346 82,47 82,47 

  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.242.850 262.761.306 97,23 97,23 

  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.499.900 15.472.750 99,82 99,82 

  KoorDinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 23.638.100 23.613.000 99,89 99,89 

  KoorDinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.208.500 26.198.000 99,96 99,96 

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 204.896.350 197.477.556 96,38 96,38 

  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.500.000 71.142.180 99,50 99,50 

  KoorDinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.500.000 6.500.000 100,00 100,00 
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No Program dan Kegiatan  Pagu (Rp) 
Keuangan  

Fisik (%) 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

  Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 65.000.000 64.642.180 99,45 99,45 

  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.500.000 13.500.000 100,00 100,00 

  Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 13.500.000 13.500.000 100,00 100,00 

  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.642.000 23.525.860 47,39 47,39 

  Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 49.642.000 23.525.860 47,39 47,39 

  Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.673.032.826 1.659.154.204 99,17 99,17 

  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.504.000 26.504.000 100,00 100,00 

  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.640.000 91.356.000 95,52 95,52 

  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.000.000 61.999.800 100,00 100,00 

  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.825.000 22.695.000 99,43 99,43 

  Fasilitasi Kunjungan Tamu 396.900.000 396.522.000 99,90 100 

  Penyelenggaraan Rapat KoorDinasi dan Konsultasi SKPD 996.958.826 987.948.404 99,10 99,10 

  Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 72.205.000 72.129.000 99,89 99,89 

  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 627.969.000 607.389.000 96,72 96,72 

  Pengadaan Aset Tetap Lainnya 400.469.000 381.426.000 95,24 95,24 

  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 227.500.000 225.963.000 99,32 99,32 

  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.508.236.260 831.819.283 55,15 55,15 

  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.500.000 10.500.000 100,00 100,00 

  Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 278.713.860 232.149.283 83,29 83,29 

  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.219.022.400 589.170.000 48,33 48,33 

  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.386.250 106.970.513 87,40 87,40 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 73.166.250 68.800.513 94,03 94,03 

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.220.000 38.170.000 77,55 77,55 

2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.283.531.350 1.252.050.952 97,55 97,55 

  Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 188.500.000 165.512.102 87,80 87,80 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 70.000.000 47.573.570 67,96 67,96 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 70.000.000 69.540.730 99,34 99,34 
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No Program dan Kegiatan  Pagu (Rp) 
Keuangan  

Fisik (%) 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 48.500.000 48.397.802 99,79 99,79 

  Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 1.069.681.350 1.062.513.850 99,33 99,33 

  Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 955.000.000 951.377.400 99,62 99,62 

  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 114.681.350 111.136.450 96,91 96,91 

  Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 25.350.000 24.025.000 94,77 94,77 

  Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemerdayaan perempuan kewenangan provinsi 25.350.000 24.025.000 94,77 94,77 

3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 681.024.621 670.752.283 98,49 98,49 

  Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 406.027.000 398.716.655 98,20 98,20 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 47.921.000 47.775.000 99,70 99,70 

  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 358.106.000 350.941.655 98,00 98,00 

  
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan KoorDinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

221.427.577 218.565.628 98,71 98,71 

  Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 130.907.577 128.490.628 98,15 98,15 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 90.520.000 90.075.000 99,51 99,51 

  Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 53.570.044 53.470.000 99,81 99,81 

  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 48.570.044 48.470.000 99,79 99,79 

  Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 5.000.000 5.000.000 100,00 100,00 

4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 157.547.750 151.913.250 96,42 96,42 

  Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 74.398.750 71.209.250 95,71 95,71 

  Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 74.398.750 71.209.250 95,71 95,71 

  Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 83.149.000 80.704.000 97,06 97,06 

  
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup 
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 83.149.000 

80.704.000 
97,06 97,06 

5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 218.245.000 211.606.300 96,96 96,96 

  Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 218.245.000 211.606.300 96,96 96,96 

  Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 67.320.000 65.838.000 97,80 97,80 

  Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 150.925.000 145.768.300 96,58 96,58 

6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 360.341.370 353.945.344 98,23 98,23 
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No Program dan Kegiatan  Pagu (Rp) 
Keuangan  

Fisik (%) 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

  Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 233.795.650 232.501.100 99,45 99,45 

  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 161.187.650 160.072.100 99,31 99,31 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 72.608.000 72.429.000 99,75 99,75 

  Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 126.545.720 121.444.244 95,97 95,97 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 61.484.000 59.493.744 96,76 96,76 

  Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 65.061.720 61.950.500 95,22 95,22 

7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 432.702.000 430.340.150 99,45 99,45 

  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 75.450.000 75.228.000 99,71 99,71 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi 75.450.000 75.228.000 99,71 99,71 

  Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoorDinasi Tingkat Daerah Provinsi 305.946.000 304.757.800 99,61 99,61 

  Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 130.902.000 130.118.800 99,40 99,40 

  KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK) 175.044.000 174.639.000 99,77 99,77 

  
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

51.306.000 50.354.350 98,15 98,15 

  
KoorDinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 
Kewenangan Provinsi 51.306.000 

50.354.350 
98,15 98,15 

8 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 198.477.300 136.596.300 68,82 68,82 

  Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 198.477.300 136.596.300 68,82 68,82 

  Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Pengendalian Penduduk (GDPK) Tingkat Provinsi 150.000.000 90.582.500 60,39 60,39 

  Advokasi dan Sosialisasi GDPK 48.477.300 46.013.800 94,92 94,92 

9 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 136.994.500 127.029.850 92,73 92,73 

  
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

52.024.500 48.253.000 92,75 92,75 

  
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 52.024.500 

48.253.000 
92,75 92,75 

  
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan 
Kesertaan Ber-KB 

84.970.000 78.776.850 92,71 92,71 

  Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPKdan Konseling Kesehatan Reproduksi 84.970.000 78.776.850 92,71 92,71 

10 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 147.287.500 141.602.500 96,14 96,14 

  Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 147.287.500 141.602.500 96,14 96,14 



 

25 

 

No Program dan Kegiatan  Pagu (Rp) 
Keuangan  

Fisik (%) 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

  Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 147.287.500 141.602.500 96,14 96,14 

  Jumlah  BTL*) 6.993.084.912 6.213.059.649 88,85 88,85 

  Jumlah  BL**) 7.952.660.577 7.052.099.275 88,68 100,00 

  TOTAL (BTL + BL)***) 14.945.745.489 13.265.158.924 88,76 99,38 
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2.1     CAPAIAN KINERJA URUSAN PPPA DAN PPKB 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi 

dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan 

Tengah, maka tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi 

Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.   

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Perangkat 

Daerah DINAS P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan 

fungsi : 

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c) koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak,  

d) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan 

Perempuan. 

e) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 

perempuan. 

f) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi  perlindungan dan tumbuh kembang anak; 

g) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

pelatihan, penelitian dan pengembangan; 

h) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, 

advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data; 
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i) pengelolaan kesekretariatan Perangkat Daerah DINAS P3APPKB Provinsi 

Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan  fungsinya; 

j) pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang 

tugas dan tanggungjawab. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud untuk dalam Urusan 

Pengendalian Penduduk dan KB, Perangkat Daerah DINAS P3APPKB Provinsi Kalimantan 

Tengah, menyelenggarakan fungsi : 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan  oleh Gubernur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan  oleh Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian 

penduduk dan KB. 

4) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi 

dan sosialisasi pengendalian penduduk; 

5) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi 

dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

6) pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas 

dan tanggungjawab. 
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No. 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja  

Pembangunan Daerah 
Kondisi 

Target  Kinerja 

PD  Penanggung Jawab 
2022 2023 2024 2025 2026 

Target   Realisasi 
TW I 

Realisasi 
TW II 

Realisasi 
TW III 

Realisasi 
TW IV 

Target   Target   Target   Target   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.      ASPEK  PELAYANAN  UMUM 

II. Pelayanan  Urusan  Pemerintah Wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar 

2 Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak 

2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 81.88 81.90 82,02 82,02 82.08 82.08 81.92 81.94 81.96 81.98 DP3AP2KB 

2.2 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 3,43 3,43 1,12 1,12 3,38 3,38 3,50 3,60 3,70 4,00 DP3AP2KB 

2.3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO 
yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 

85 85 75 75 92,11 92,11 87,5 90 92,5 95 DP3AP2KB 

2.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 61,83 61,83 61,52 61,52 61,52 61,83 63,68 65,59 67,55 69,57 DP3AP2KB 

2.5 Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang 
mendapatkan layanan komprehensif 

50 50 84 84 93,59 93,59 55 60 65 70 DP3AP2KB 

8 Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana 

8.1 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) 60,32 60,32 54,01 54,01 54,01 51,65 62.44 64.55 64.55 64.55 DP3AP2KB 

8.2 Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) 2,10 2,10 2,24 2,24 2,24 2,31 2.06 2.00 1.96 1.96 DP3AP2KB 

8.3 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ moderm 
Contraceptive (mPCR) 

73.23 73.23 20 20 20 67,17 73.68 74.26 74.76 74.76 DP3AP2KB 

8.4 Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 
(Unmeet Need) 

5.36 5.36 63,98 63,98 12,4 12,4 5.18 5.00 5.01 5.01 DP3AP2KB 

8.5 Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific 
Fertility Rate / ASFR) 

21 21 13 13 19,51 36,2 20 18 16 16 DP3AP2KB 

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022 
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2.2 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 

 Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari 

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan 

daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai 

dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. 

Data/informasi setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut. 
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MATRIKS CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA APBD TAHUN 2022 

 

No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

1. Pemberdayaa
n Perempaun 
dan 
Perlindungan 
Anak  

Dinas 
P3APPKB 
Provinsi 
Kalimantan 
Tengah  

1. Penetapan kebijakan 
daerah, koorDinasi, 
fasilitasi dan mediasi 
pelaksanaan kebijakan 
Pengarusutamaan 
Gender (PUG) skala 
provinsi.  

2. KoorDinasi dan fasilitasi 
penguatan kelembagaan 
dan pengembangan, 
pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
PUG skala provinsi.  

3. Penyelenggaraan 
kebijakan peningkatan 
kualitas hidup 
perempuan skala 
provinsi.  

4. Fasilitasi pengintegrasian 
kebijakan perlindungan 
perempuan terhadap 
kekerasan, tenaga kerja, 
perempuan lansia, 
perempuan penyandang 
cacat dan perempuan di 
daerah konflik skala 
provinsi.  

5. Penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan 
daerah terhadap 
kesejahteraan dan 

PROGRAM 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

  1. Kesetaraan gender 

(gender equality) 

merupakan 

permasalahan lintas 

sector (crosscutting 

issues) yang 

dilaksanakan melalui 

Strategi 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) untuk 

meningkatkan askes 

partispasi control dan 

manfaat bagi gender. 

Namun PUG belum 

menjadi menjadi sasaran 

utama dalam 

pembangunan mulai dari 

tingkat desa sampai 

dengan provinsi. 

2. Pemenuhan Hak Anak 

(PUHA) yang dituangkan 

dalam 5 klaster dan 24 

Indikator Kab/kota Layak 

Anak belum dipahami 

oleh banyak sektor 

sebagai upaya 

pemenuhan Hak Anak 

yang wajib dilaksanakan 

1. Pelayanan dan Perlindungan 

Terhadap Kekerasan 

terhadap Perempuan dan 

Anak  

2. Membangun Jejaring 

LintasSektor,Program,Akade

mis, Tokoh Agama dan Adat 

Dayak 

3.  Regulasi dalam Bentuk 
Peraturan Gubernur dan 
Surat Edaran 

4.  Promosi,Edukasi dan 
Informasi melalui Media 
Cetak,Elektronik dan Media 
Sosial 

5.. Memperkuat UPTD – PPA di 
Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota dalam memberikan 
perlindungan terhadap 
perempuan dan Anak 
terutama dalam penurunan 
anga Pekainan Usia Anak di 
Kalimantan Tengah 

6.Dimasa pandemi Covid 19 
melakukan koorDinasi baik 
pembinaan dan monitoring 
dengan virtual 

7.Memberikan Revvard dan 
Punishment untuk kinerja  ASN 

 

   Pelembagaan 

Pengarusutamaa n Gender 

(PUG) pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan  

Provinsi  

1 Dokumen 1 Dokumen  

   Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 
Politik. Hukum. 

Sosial. Dan Ekonomi pada 
Organisasi Kemasyarakata 
n Kewenangan Provinsi 

1 Dokumen 1 Dokumen  
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

perlindungan anak skala 
provinsi. 

6. Fasilitasi pengembangan 
dan penguatan 31ndicat 
atau organisasi 
masyarakat dan dunia 
usaha untuk 
pelaksanaan PUG dan 
peningkatan 
kesejahteraan dan 
perlindungan anak skala 
provinsi.  

7. KoorDinasi pelaksanaan 
31ndica informasi gender 
dan anak skala provinsi. 

8. Kompilasi data terpilah 
menurut jenis kelamin, 
khusus perempuan dan 
anak skala provinsi 
menyangkut komunikasi, 
informasi dan edukasi 
(KIE).  

 

oleh pemerintah di 

semua bidang. 

3. Data terpilah gender 

merupakan upaya 

untuk melihat 

ketidaksetaraan gender 

termasuk anak, 

disabilitas ataupun 

lansia.  Pengumpulan 

data Gender dan anak 

belum tersistem dan 

belum dilaksanakan 

secara optimal dalam 

pembangunan di 

semua sector. Data 

terpilah gender 

merupakan upaya 

untuk melihat 

ketidaksetaraan gender 

termasuk anak, 

disabilitas ataupun 

lansia. 

4. Banyaknya pelaku 

ekonomi perempuan di 

31ndica informal yang 

belum terdata 

5. Anak Berdampak Covid-

19  - Kalimantan Tengah 

15 Juli 2021 berjumlah  

29.390  

6. Ada stigma  tabu dan aib 

di masyarakat untuk 

di Dinas P3APPKB Provinsi 
Kalimantan Tengah 

8.Dalam pencapaian kinerja 
berbasis Data dengan 
khususnya adanya Bidang Data 
dan Informasi di Dinas 
P3AAPKB yang berbeda degan 
Dinas lain, adapun uraian tugas 
Bidang Data dan Informasi 

9.penyiapan perumusan 

kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan 
penyajian data, penyebarluasan 
informasi, dan  partisipasi 
masyarakat;  

10.penyiapan forum koorDinasi 
penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data, 
penyebarluasan informasi, dan 
partisipasi masyarakat;  

11.penyiapan perumusan kajian 
pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data, 
penyebarluasan informasi, 
dan partisipasi masyarakat;  

12.penyiapan koorDinasi dan 
sinkronisasi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data, 
penyebarluasan informasi, 
dan partisipasi masyarakat;  
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

melaporkan tidak 

kekerasan baik pada 

Perempuan dan anak  

7.  Anak  berhadapan 

dengan hukum, , 

penyandang disabilitas 

dan berkebutuhan 

khusus, terlantar, 

mengalami putus 

sekolah. 

8. Perkawinan Usia Anak 

9. Perceraian 

10. Tingkat Kemiskinan 

11. Kasus Tindak Kekerasan 

dalam rumah tangga 

 

 

 

13. penyiapan bahan sosialisasi 

dan kebijakan pengumpulan,  

   Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan 

Provinsi 

1 Dokumen 1 Dokumen   

   PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

   

   Pencegahan 

Kekerasan terhadap 

Perempuan yang 

Melibatkan para Pihak 

Lingkup Daerah 

Provinsi dan Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen  

   PROGRAM 
PENINGKATAN 
KUALITAS KELUARGA 

   

Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak 

Anak Kewenangan 

Provinsi 

 
 

 
2 Dokumen 

 
 

 
2 Dokumen 
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan 

Hak Anak Kewenangan 

Provinsi 

4 Dokumen 4 Dokumen  

PROGRAM 
PENGELOLAAN SISTEM 
DATA GENDER DAN 
ANAK 

  

Pengumpulan. 

Pengolahan Analisis dan 

Penyajian Data Gender 

dan Anak  dalam 

Kelembagaan 

Data di Tingkat Daerah 
Provinsi  

7 Dokumen 7 Dokumen 

    PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA) 

     

Pelembagaan 
PHA pada 
Lembaga 
Pemerintah. 

Nonpemerintah. Dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Provinsi 

4 Dokumen 4 Dokumen   
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan 

Provinsi 

1 Dokumen 1 Dokumen   

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 

     

Penyediaan Layanan 

bagi Anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

yang Memerlukan 

KoorDinasi Tingkat 

Daerah Provinsi 

 

2 Dokumen 2 Dokumen   

2. Urusan 
Pengendalian 
Penduduk dan 
KB  

Pemberdayaan 
Perempaun 
dan 
Perlindungan 
Anak  

1. Penetapan kebijakan 
jaminan dan pelayanan 
KB, peningkatan 
partisipasi pria, 
penanggulangan masalah 
34ndicator reproduksi 
serta kelangsungan hidup 
Ibu, Bayi dan Anak skala 
provinsi. 

2. Penetapan kebijakan 
Kesehatan Reproduksi 
Remaja (KRR), 
pencegahan HIV/AIDS, 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

  1.Stunting 
2.   Bonus Demografi; 
3. Pendekatan Siklus Hidup 

Berbasis Perencanaan 
Hidup Berkeluarga; 

3. Angka Kematian Ibu Dan 
Bayi Masih Tinggi;  

4. Penurunan Penggunaan 
Kontrasepsi Modern; 

5. Rendahnya Pemahaman 
Remaja Tentang 
Kesehatan Reproduksi 

1. Menguatkan akses 

pelayanan KB dan KR yang 

merata dan berkualitas 

2. Sasaran yang ingin dicapai 

adalah :  

a. Menurunnya Angka 

kelahiran total (TFR) per 

WUS (15 – 49 tahun)  
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

IMS dan bahaya NAPZA 
skala provinsi.  

3. Penetapan dan fasilitasi 
pelaksanaan kebijakan 
dan pengembangan 
ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga 
skala provinsi.  

4. Penetapan dan fasilitasi 
pelaksanaan kebijakan 
dan pengembangan 
penguatan pelembagaan 
keluarga kecil berkualitas 
dan jejaring program 
skala provinsi.  

5. Penetapan dan fasilitasi 
pelaksanaan kebijakan 
dan pengembangan 
advokasi dan Komunikasi 
Informasi dan Edukasi 
(KIE) skala provinsi.  

6. Penetapan dan fasilitasi 
pelaksanaan kebijakan 
dan pengembangan 
informasi serta data mikro 
Pengendalian Penduduk 
dan KB.  

7. Pelaksanaan kebijakan 

terpadu antara 

perkembangan penduduk 

(aspek kualitas, kuantitas 

dan mobilitas) dengan 

pembangunan di 

Dan Penyiapan 
Kehidupan Berkeluarga; 

6. .Kebutuhan Ber-KB 
Pasangan Usia Subur 
Yang Belum Terlayani 
(Unmet Need) Masih 
Tinggi. 

7. Rendahnya Keluarga 
Yang Mengetahui Fungsi 
Keluarga: 

 

 

b.Meningkatnya pemakaian 
kontrasepsi (CPR) 

3. Peningkatan pembinaan 

peserta KB, baik 

menggunakan MKJP 

maupun Non – MKJP 

4. Sasaran yang ingin dicapai 

dari tujuan ini adalah 

a. Menurunnya kebutuhan 

ber-KB yang tidak 

terpenuhi (unmet need)  

b. Menurunnya kehamilan 

yang tidak diinginkan dari 

WUS (15 – 49 tahun) 

5. Meningkatkan pemahaman 

remaja mengenai KB dan 

kesehatan reproduksi 

Sasaran yang ingin dicapai 

dari tujuan ini adalah a. 

Menurunnya Angka 

kelahiran pada remaja usia 

15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 

tahun) Capaian sasaran ini 

diukur dengan indikator 

kinerja utama : Angka 

kelahiran pada remaja usia 

15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 

tahun) 
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

6. Penguatan tata kelola, 

Berbasis penelitian, dan 

pengembangan bidang KB 

untuk mendukung upaya 

peningkatan kualitas dan 

efektivitas pembangunan 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 

7. Membangun Jejaring Lintas 

Program dan Lintas Sektor 

dan Juga Akademisi, DAD, 

Tokoh Agama , CSR dan 

Duania Usaha dalam 

pecapaian Urusan DINAS 

P3APPKB 

8. Membuat Regulasi  dan 

bentuk PERDA dan Pergub 

sesuai Urusan P3APPKB 

9. Peningkatan  SDM baik 

dalam diklat dan Pelatihan2 

dan juga Penambahan 

SDM sesuai kompetensi 

10. Memperkuat Ketahanan 

Keluarga  mulai dari 

Keluarga  dalam 

pencegahan masalah : 

Perekonomian keluarga, 

Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak dan 

Stunting. 
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

11. Dimasa pandemi Covid 19 

melakukan koorDinasi baik 

pembinaan dan monitoring 

dengan virtual 

12. Memberikan Revvard dan 

Punishment untuk kinerja  

ASN di Dinas P3APPKB 

Provinsi Kalimantan 

Tengah 

13. Dalam pencapaian kinerja 

berbasis Data dengan 

khususnya adanya Bidang 

Data dan Informasi di Dinas 

P3AAPKB yang berbeda 

degan Dinas lain, adapun 

uraian tugas Bidang Data 

dan Informasi 

14. penyiapan perumusan 

kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan 

penyajian data, 

penyebarluasan informasi, 

dan  partisipasi 

masyarakat;  

15. penyiapan forum 

koorDinasi penyusunan 

kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan 

penyajian data, 

penyebarluasan informasi, 
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No
. 

URUSAN 
PEMERINTAH 

PERANGKAT 
DAERAH 

PELAKSANA 
KEBIJAKAN 

URAIAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
(Outcome/ 

Output) 

REALISASI 
(Outcome/ 

Output) 
PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINJUT 
REKOMENDASI 

DPRD 

dan partisipasi 

masyarakat;  

16. penyiapan perumusan 

kajian pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan 

penyajian data, 

penyebarluasan informasi, 

dan partisipasi 

masyarakat;  

17. penyiapan koorDinasi dan 

sinkronisasi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data, 

penyebarluasan informasi, 

dan partisipasi 

masyarakat;  

18. penyiapan bahan 

sosialisasi dan kebijakan 

pengumpulan,  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perencanaan kinerja dan anggaran harus lebih cermat agar tidak menghambat pencapaian kinerja output dan outcome dengan mempertimbangkan 

Program/Kegiatan prioritas. 

2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif guna mendukung proses pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang layanan 

masing-masing.   

3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan 

kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang. 

Melalui Laporan Capaian Kinerja Dinas P3APPKB Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk Renstra terbaru sesuai dengan tujuan 

dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi 

Kalimatan Tengah Tahun 2021-2026.
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Matriks Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2022 

MATRIKS KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN 

DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 
 

No. 
KEBIJAKAN 
STRATEGIS 

DASAR HUKUM 
TUJUAN / MASALAH YANG 

DISELESAIKAN 

1.   
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MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP LAPORAN 
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN 

TENGAH AKHIR TAHUN 2021 

(Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2022) 
 

 

No. 
REKOMENDASI DPRD TAHUN 

2021 
TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT 

TUJUAN/MASALAH YANG 
DISELESAIKAN 

PD TERKAIT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3.2.7 Berdasarkan LKPj Gubernur Kalteng 
Akhir Tahun 2021, terdapat adanya 
penurunan angka kelangsungan 
hidup bayi di Provinsi Kalimantan 
Tengah. Ini perlu perhatian khusus 
dari Gubernur, karena hal tersebut 
tidak hanya menjadi beban Dinas 
Kesehatan, tetapi juga menjadi beban 
dan tanggung jawab dinas terkait 
lainnya, dalam hal ini Dinas Sosial, 
Dinas Pendidikan, Dinas 
Pemberayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana untuk bekerjasama 
menekan angka kematian bayi, 
meningkatkan Usia Harapan Hidup. 
Selain itu peran Posyandu harus terus 
ditingkatkan dengan tetap 
menerapkan standar protokol 
kesehatan. 

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 
dengan peningkatan angka kelangsungan 
hidup Ibu dan bayi melalui Kegiatan 
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 
Layanan Perlindungan Perempuan 
Kewenangan Provinsi dengan melakukan 
Advokasi Posyandu dalam Rangka Gerakan 
Sayang Ibu (GSI) yaitu dengan tujuan 
sebagai berikut : 
a) Meningkatkan pengetahuan dan 

kepedulian pejabat pemerintah daerah 
dan sektor terkait  tentang berbagai 
faktor yang menyebabkan kematian ibu 
dan peningkatan upaya 
penanggulangan secara integrative. 

b) Mekanisme rujukan sehingga 
keterlambatan pertolongan dapat 
dihindari. 

c) Meningkatkan upaya masyarakat dalam 
pendataan ibu hamil dan mengubah 
kebiasaan yang merugikan kesehatan 
ibu hamil. 

d) Meningkatkan peran dan  institusi dan 
petugas kesehatan dalam upaya 
pendataan ibu hamil dan pelayanan 
kesehatan di Posyandu. 

 

Hasil yang akan dicapai dari 
Kegiatan Advokasi Kebijakan 
dan Pendampingan Layanan 
Perlindungan Perempuan 
Kewenangan Provinsi dengan 
melakukan Advokasi 
Posyandu dalam Rangka 
Gerakan Sayang Ibu (GSI) 
adalah sebagai berikut : 
a) Adanya komitmen dan 

tanggung jawab pejabat 
pemerintah daerah, 
instansi terkait, 
masyarakat dan keluarga 
terhadap upaya penurunan 
Angka Kematian Ibu dan 
Bayi. 

b) Berperan aktifnya institusi 
dan petugas kesehatan 
dalam upaya pendataan 
ibu hamil dan pelayanan 
kesehatan. 

c) Peningkatan kesadaran 
dan kepedulian 
masyarakat terhadap 
pentingnya kesehatan ibu 
hamil. 

 

DP3APPKB 
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Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang akan dikumpulkan 

secara kolektif oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang 

selanjutkan akan disampaikan oleh sekretariat daerah kepada kepala daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2007. Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan laporan 

pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 dengan mengacu pada kewenangan 

Perangkat Daerah DINAS P3APPKB, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas 

pembantuan serta tugas umum pemerintahan. 

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 

2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada 

umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada 

tahun 2022, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan 

sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 dapat dicapai dan 

dilaksanakan.  

Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam 

pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi 

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. 

Semoga Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan bagi 

Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan 

perbaikan pembangunan kedepan di Provinsi Kalimantan Tengah guna mewujudkan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju 

Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). 

 
 

 
 

Kepala Dinas P3APPKB 

Provinsi Kalimantan Tengah, 
 

 
 
 

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680717 199903 2 006 
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Lampiran 1:  

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) 

No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Rumus Elemen 1 Elemen 2 Capaian 
Keterangan / 
Sumber Data 

2.b.1 Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Tidak 
Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Persentase ARG pada belanja 
langsung APBD 

Jumlah ARG pada belanja langsung 
APBD? 
 
Jumlah seluruh anggaran belanja 
langsung di provinsi? 

Rp.38.043.819.370 Rp.1.125.926.067.513 3,38% DINAS 
P3APPKB 

2.b.2 Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Tidak 
Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Rasio kekerasan terhadap anak 
per 10.000 anak 

Jumlah  anak (penduduk usia kurang dari 
18 tahun) korban kekerasan yang 
ditangani instansi tingkat provinsi yang 
didampingi? 
 
Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 
18 tahun)? 

156 orang 925.010 1,68 DINAS 
P3APPKB 

2.b.3 Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Tidak 
Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Rasio kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO (per 
100.000 penduduk perempuan) 

Jumlah perempuan yang mengalami 
kekerasan? 
 
Jumlah penduduk perempuan? 

190 orang 1.292.112 orang 14,71 DINAS 
P3APPKB 

2.h.1 Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Tidak 
Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

TFR (Angka Kelahiran Total)   
  

2,31 DINAS 
P3APPKB, 

BKKBN 
Perwakilan 

Prov. Kalteng 
(PK 21) 

2.h.2 Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Tidak 
Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

Persentase pemakaian 
kontrasepsi Modern (Modern 
Contraceptive Prevalence 
Rate/mCPR) 

Jumlah peserta KB Aktif Modern? 
 
Jumlah Pasangan Usia Subur? 

  67,17% DINAS 
P3APPKB, 

BKKBN 
Perwakilan 

Prov. Kalteng 
(New SIGA) 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Rumus Elemen 1 Elemen 2 Capaian 
Keterangan / 
Sumber Data 

2.h.3 Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Tidak 
Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

Persentase kebutuhan ber-KB 
yang tidak terpenuhi (unmet 
need) 

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi 
tidak terlayani? 
 
Jumlas Pasangan Usia Subur? 

  12,40% DINAS 
P3APPKB, 

BKKBN 
Perwakilan 

Prov. Kalteng 
(PK 21) 
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Lampiran 2:  

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT) 

No IKK Kategori Urusan Urusan No IKK Output IKK Output Elemen 
Keterangan/ 
Sumber Data 

1 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah 
dilatih PUG 

29 SOPD DINAS P3APPKB 

2 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.1 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang 
sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi 

44 Program  dan 67 
Kegiatan  

DINAS P3APPKB 

1 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.2 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama 
dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan 

KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 

4 Media massa ( MMC, 
Kalteng Pos,RRI, & Radio 

Kalteng Pos)  

DINAS P3APPKB 

2 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar 
pelayanan minimal 

8 UPT PPA di Prov. 
Kalteng 

DINAS P3APPKB 

3 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.2 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 93,59% DINAS P3APPKB 

4 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.2 Jumlah lembaga layanan anak  yang mendapat pelatihan 15 Lembaga di 
Kabupaten/ Kota di 
Provinsi Kalimantan 

Tengah terdiri dari 12 
UPTD PPA dan 3 Dinas 
P3APPKB yang belum 
terbentuk UPTD PPA 

DINAS P3APPKB 

5 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.2 Jumlah  lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan 
keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD 

provinsi) 

1 (UPT PPA Prov. 
Kalteng) 

DINAS P3APPKB 
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No IKK Kategori Urusan Urusan No IKK Output IKK Output Elemen 
Keterangan/ 
Sumber Data 

1 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.3 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap 
perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang 

sudah dievaluasi 

3 Kebijakan : 1. Peraturan 
Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah 
Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Perlindungan 

Perempuan dana Anak 2. 
Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah 

Nomor 71 Tahun 2013 3. 
Surat Keputusan 

Gubernur Kalimantan 
Tengah Tentang 
Perubahan Atas 

Keputusan Gubernur 
Nomor 188.44/108/2020 

tentang Gugus Tugas 
Pencegahan dan 

Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan 

Orang dan Rencana Aksi 
Daerah Pencegahan dan 

Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan 

Orang Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

DINAS P3APPKB 

2 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.3 Jumlah lembaga penyedian layanan perlindungan hak 
perempuan yang telah terstandarisasi 

15 Lembaga di 
Kabupaten/ Kota di 
Provinsi Kalimantan 

Tengah terdiri dari 12 
UPTD PPA dan 3 Dinas 
P3APPKB yang belum 
terbentuk UPTD PPA  

DINAS P3APPKB 

3 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.3 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 92,11% DINAS P3APPKB 
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No IKK Kategori Urusan Urusan No IKK Output IKK Output Elemen 
Keterangan/ 
Sumber Data 

4 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.3 Jumlah lembaga layanan perempuan  yang mendapat pelatihan 15 Lembaga di 
Kabupaten/ Kota di 
Provinsi Kalimantan 

Tengah terdiri dari 12 
UPTD PPA dan 3 Dinas 
P3APPKB yang belum 
terbentuk UPTD PPA  

DINAS P3APPKB 

5 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.b.3 Jumlah  lembaga layanan perempuan yang mendapatkan 
bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi 

(APBD provinsi) 

1 (UPT PPA Prov. 
Kalteng) 

DINAS P3APPKB 

1 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan 
Pengendalian Penduduk (GDPK) yang di-Perdakan 

0 DINAS P3APPKB 

2 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.1 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh 
wanita umur 25-49 tahun  

19,7 DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng (PK 21) 

3 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.1 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific 
Fertility Rate/ASFR 15-19) 

36,2 DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng(PK 21) 

4 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.1 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program 
KKBPK (advokasi dan KIE) 

66,02% DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng (PK 21) 

5 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.1 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja 
(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta 

aktif dalam pengelolaan program KKBPK 

30 DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng 
(Hubalila) 

1 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.2 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani 
KB MKJP  

62,42% DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng (Bidang 
KB) 
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No IKK Kategori Urusan Urusan No IKK Output IKK Output Elemen 
Keterangan/ 
Sumber Data 

2 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 

0 DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng 

3 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.2 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja 
KKBPK yang efektif 

1 PROV, 4 KAB/KOTA DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng (Bidang 
Advokasi dan KIE) 

4 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.2 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 27,41% DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng  
(New SIGA & 1 Data 

Kalteng) 

1 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.3 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan 
kesertaan rendah 

63,72% DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng 
(New SIGA) 

2 Urusan Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan KB 

2.h.3 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran 
(PBI) 

0 DINAS P3APPKB, 
BKKBN Perwakilan 

Prov. Kalteng 

 




























































































